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								    				    Tarif Pajak Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air



NO



Keterangan



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah – pasal 6 - Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar %% dan paling tinggi 2% - untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).



1



Pribadi



2



angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol dan keagamaan, Pemerintah/ koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% TNI/POLRI, Pemda, dan (satu persen). Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah



3



alat-alat berat dan alatalat besar



ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).



 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, kecuali :  kereta api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata  digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan  Negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau  dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing  dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga  internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan   pajak dari Pemerintah 



1



Objek Pajak-nya



2



Subjek Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor



3



Wajib Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor



 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan



NO



1



2



Keterangan



Kendaraan Bermotor



Kendaraan bermotor u/ alat-alat berat dan alatalat besar



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah – pasal 12 penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)



penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0.075 % (nol koma koma nol nol tujuh puluh lima lima persen)



 Pajak BAHAN BAKAR KENDARAAN



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.



2



Subjek Pajak-nya



konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



3



Wajib Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



Tarif Pajak-nya



Max. 10% (Kendaraan pribadi) dan min.50% lebih rendah dari tarif PBBKB dari kendaraan pribadi (Kendaraan Umum) -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 19 



4



 Pajak Air Permukaan



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan , kecuali : pengambilan dan/atau pemanfaatan Air  Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga,  pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan  tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan   peraturan perundang-undangan 



2



Subjek Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan



3



Wajib Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan



4



Tarif Pajak-nya



Max. 10% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 24 



 Pajak Rokok



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



konsumsi rokok ( sigaret,cerutu, dan rokok daun)



2



Subjek Pajak-nya



konsumen rokok



3



Wajib Pajak - nya



pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok P okok Pengusaha Barang Kena Cukai



4



Tarif Pajak-nya



10% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 29 



 Karakteristik Pajak Daerah



PAJAK DAERAH TINGKAT II /KABUPATEN/KOTAMADYA /KABUPATEN/KOTAMADYA/KOTA /KOTA



 Pajak Hotel



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan Pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan



1



Objek Pajak-nya



2



orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Subjek Pajak-nya kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel



3



Wajib Pajak - nya “Pengusaha hotel”



4



Tarif Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel



Max. 10% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 35 



 Pajak Restoran



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah Pelayanan yang disediakan oleh restoran yg meliputi Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang Dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain



1



Objek Pajak-nya



2



Subjek Pajak-nya dan/atau minuman dari Restoran



3



Wajib Pajak - nya orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran



4



Tarif Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang membeli makanan



Max. 10% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 40 



 Pajak Hiburan



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



dipungut bayaran Objek Pajak-nya  jasa penyelenggaraan hiburan yg dipungut



2



Subjek Pajak-nya orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan



3



Wajib Pajak - nya Hiburan



4



Tarif Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan



Max. 35% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 



 Contoh Tarif Pajak Hiburan di DKI Jakarta 



No



Keterangan



Ketetapan menurut Perda DKI Jakarta No. 13 Tahun 2010 pasal 7



1



refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center



5%



2



pertunjukan film di bioskop, pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, pameran, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating), driving range , panti pijat, mandi uap dan spa, pertandingan olah raga, hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta k ereta pesiar dan sejenisnya



10%



3



permainan golf (green fee)



15%



4



diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (DJ), pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan



20%



 Pajak Reklame



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



semua penyelenggaraan Reklame, seperti :Reklame papan/billboard/videotron/megatron papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya Reklame kain, Reklame melekat & stiker Reklame Selebaran, Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung, Reklame suara, Reklame film/slide, Reklame peragaan



2



Subjek Pajak-nya orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame



3



orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame, baik yang diselenggarakan sendiri secara Wajib Pajak - nya langsung oleh orang pribadi /Badan. atau oleh pihak ketiga



4



Tarif Pajak - nya



NO



Max. 25% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 50 



 Pajak Penerangan Jalan



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, yang meliputi seluruh pembangkit listrik , kecuali : penggunaan tenaga  listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah   penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang  digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing  dengan asas timbal balik penggunaan tenaga listrik yang  dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA  (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin  dari instansi teknis terkait.



1



Objek Pajak-nya



2



Subjek Pajak-nya tenaga listrik



orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga



 Tarif Penerangan Jalan



NO



Keterangan



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah – pasal 55



Tarif pajak yg akan dipungut Max. 10%, kecuali :



1



tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam



2



tenaga listrik yang dihasilkan sendiri



Max.3%



Max.1,5%



 Pajak Bahan Penggalian Golongan C  KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



Objek Pajak-nya



kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan seperti : asbes,batu tulis,batu setengah permata,batu Kapur,batu apung,batu permata,bentonit,dolomit, permata,bentonit,dolomit, Feldspar,garam batu (halite),grafit,granit/andesit,gips, Kalsit,kaolin,leusit,magnesit,mika,marmer,nitrat,opsidien ,oker,pasir dan kerikil,pasir kuarsa,perlit,phospat,talk kuarsa,perlit,phospat,talk tanah serap (fullers earth),tanah diatome,tanah liat,tawas,tras,yarosif,zeolit,basal,trakkit



2



Subjek Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara komersial



3



Wajib Pajak - nya Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara komersial.



NO



1



orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan



Max. 25%



 Pajak Parkir 



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor



2



Subjek Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor



3



Wajib Pajak - nya Parkir



4



orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat



Tarif Pajak - nya



Max. 35% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 65 



 Pbb Perdesaan & Perkotaan



NO



1



KETERANGAN



Objek Pajak-nya



2



Subjek Pajak-nya



3



Wajib Pajak - nya



4



Tarif Pajak - nya



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Max. 0,3% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 80 



 BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



NO



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui   pemindahan hak & pemberian hak baru 



2



Subjek Pajak-nya



orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan



3



Wajib Pajak - nya Tanah dan/atau Bangunan



4



Tarif Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas



Max. 5% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 88 



 Pajak Sarang Burung Walet



NO



1



KETERANGAN



Objek Pajak-nya



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet kecuali, pengambilan Sarang Burung Walet yang telah  dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan  kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung  Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah



orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan



2



Subjek Pajak-nya dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet



3



Wajib Pajak - nya dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet



4



Tarif Pajak - nya



orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan



Max. 10% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 75 



 Pajak Air Tanah



KETERANGAN



Ketetapan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



1



Objek Pajak-nya



pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, kecuali :   pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk  keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan   perikanan rakyat, serta peribadatan 



2



Subjek Pajak-nya dan/atau pemanfaatan Air Tanah



3



Wajib Pajak - nya dan/atau pemanfaatan Air Tanah



4



Tarif Pajak - nya



NO



orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan Max. 20% -UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 70 



 Pemungutan Pajak Daerah a.



Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah  Pendaftaran Dan Pendataan • Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self  Assesment) terdiri dari ;   Menyiapkan formulir pendaftaran  Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.  Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran  yang telah di isi isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi diberi kuasa  Formulir / kartu dan daftar. •



Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self  Assesment) untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWPD  terdiri dari :   Menyerahkan formulir pendataan  Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.  Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.  Formulir dan daftar SPTPD.



 Pemungutan Pajak Daerah a.



Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah  Penetapan  Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD di catat dalam kartu data.  Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak  yang diperhitungkan diperhitungkan dalam kartu data.  Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB).   jika tidak terdapat selisih selisih antara kurang dan kredit, kredit, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).  Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di temukannya data baru, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan t ambahan (SKPDKBT).  Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, Maka di terbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)



 Pemungutan Pajak Daerah a.



Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah  Penetapan  Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, Selanjutnya menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.  Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar surat etetapan pajak daerah tersebut.  Surat ketetapan ditandatangani oleh kepalah unit kerja penetapan.  Menyerahkan copy daftar surat ketetapan di atas kepala unit kerja penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.  Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.  Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak.  Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN diterima, Dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD (surat tagihan pajak daerah).



 Pemungutan Pajak Daerah Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah   Kegiatan Penyetoran Kegitan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP)   terdiri dari:  • BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media SSPD (Surat Setoran Pajak daerah) • Setelah SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan. • Berdasarkan SSPD yang telah di cap, Dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum. • BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran Bank. • BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. •



mendistribusikan



 Pemungutan Pajak Daerah Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah   Kegiatan Penyetoran Kegiatan Penyetoran Melalui Kas Daerah terdiri dari:   • Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank. • Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah, Maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan kembali ke wajib pajak. • 2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda yang dilampiri bukti setoran Bank. • BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum. • BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda. • Mendistribusikan



 Pemungutan Pajak Daerah Angsuran Dan Penundaan Pembayaran  Angsuran pembayaran    







Menerima surat per mohonan angsuran dari wajib pajak Mengadakan penelitian untuk di jadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh kadipenda. Membuat surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran ditandatangani oleh kadipenda dan apabila permohonan di setujui selanjutnya dibuatkan daftar perjanjian angsuran. Menyerahkan surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran kepada wajib pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada unit lain-lain yang terkait.



 Pemungutan Pajak Daerah Angsuran Dan Penundaan Pembayaran  Kegiatan Penundaan pembayaran  



 







Dipenda (Dinas Pendapatan Daerah) melalui unit kerja penetapan menerima surat permohonan penundaan pembayaran oleh Kadipenda (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kadipenda. Membuat surat persetujaun penundaan pembayaran / penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kadipenda apabila permohonan di setujui dibuatkan sistem persetujuan penundaan. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unitunit yang terkait.



 Pemungutan Pajak Daerah Pelaporan  Kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari  :  Membuat daftar penetapan, Penerimaan dan tunggakan  Membuat daftar tunggakan per wajib pajak  Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah  Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Kadipenda  Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kapada kepala, Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan perencanaan, Pengendalian operasional.  Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode.  Mengajukan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)  Menyerahkan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)



 Pemungutan Pajak Daerah Penagihan  Dalam tahapan penagihan akan dilakukan dengan beberapa cara, seperti : Penagihan dengan surat teguran  Penagihan dengan surat paksa  Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan  Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang  Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang   kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPS dan S)



 Pemungutan Pajak Daerah Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan   penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 



Dengan kebijakannya seorang Kepala Daerah dapat melakukan berbagai kebijakan dalam hal pemungutan pajak daerah, seperti :  mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya  mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT  atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar  mengurangkan atau membatalkan STPD  membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan  mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.



 Bagi Hasil Pajak Dalam rangka pemerataanpembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi provinsi dibagihasilkan dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut: No



Jenis Pajak



Provinsi



Kota/Kab



1



Pajak Kendaraan Bermotor



70%



30%



2



Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



70%



30%



3



Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor



30%



70%



4 5



Pajak Air Permukaan Pajak Rokok



50% 30%



50% 70%



 Pengertian 



Retribusi Daerah



berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jo Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah ”   pungutan  daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu  yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.



 Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 tentang Objek dan Golongan Retribusi, dikelompokan menjadi 3 golongan



Objek Retribusi



Retribusi Jasa Umum



Retribusi Jasa Usaha



Retribusi Perizinan Tertentu



 Karakteristik Retribusi Daerah



Retribusi Jasa Umum



 Retribusi Jasa Umum 



Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan t ujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.







Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.







Wajib Retribusi Jasa Umum-nya adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum







Pada Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila , potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.



 Kriteria Retribusi Jasa Umum 



Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu







 jasa yang bersangkutan merupakan merupakan kewenangan Daerah dalam dalam rangka pelaksanaan desentralisasi







 jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum







 jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu







Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya







Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial







pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 150) 



 Retribusi Jasa Umum No



1



Jenis



Retribusi Pelayanan Kesehatan



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 111) 



pelayanan persampahan/kebersihan yang



2



Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Persampahan/Kebersihan



diselenggarakan diselenggarakan oleh PemerintahDaerah PemerintahDaerah Kecuali, untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan



 No



3



4



Jenis



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



Retribusi Penggantian Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil



pelayanan, seperti :kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal,kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 113) 



Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat



pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:pelayanan penguburan / pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat sewa tempat pemakaman ataupembakaran /pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 114)  penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan



 No



6



Jenis



Retribusi Pelayanan Pasar



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang kecuali, untuk pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 116) 



7



8



Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor



Retribusi Pemeriksaan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran



pelayanan pengujian kendaraan bermotor, bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 117)  pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat



 No 9



10



11



Jenis



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



Retribusi Penggantian Baiya Cetak Peta



penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 119) 



Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus



pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 120) 



Retribusi Pengolahan Limbah Cair



pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair, kecuali  untuk pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai,drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 121) 



 No



12



Jenis



Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah kegiatan dalam: pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. p asal 122)  (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan



13



14



Retribusi Pelayanan Pendidikan



Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi



pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah p asal 123)  (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum p asal 124)  (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal



 Karakteristik Retribusi Daerah



Retribusi Jasa Usaha



 Retribusi Jasa Usaha 



Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.







Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.







Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha



 Kriteria Retribusi Jasa Usaha 



Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu







 jasa yang bersangkutan adalah adalah jasa yang bersifat komersial komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah



(UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 150) 



 Retribusi Jasa Usaha No



1



Jenis



Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pemakaian kekayaan Daerah kecuali, pemakaian kekayaannya berupa penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tsb (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 128) 



2



Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan



penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 129) 



3



Retribusi Tempat Pelelangan



penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 130) 



 No



4



Jenis



Retribusi Terminal



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemda (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 131) 



5



Retribusi Tempat Khusus Parkir



pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 132) 



6



pelayanan tempat penginapan/ Retribusi Penginapan/Pesanggrahan / pesanggrahan/ villa yang disediakan, Villa dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 133) 



 No



7



Jenis



Retribusi Rumah Potong Hewan



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 134) 



8



Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan



pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 135) 



9



Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga



pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah



 No



10



Jenis



Retribusi Penyeberangan di air



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pelayanan penyeberangan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 137) 



11



Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah



penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 138) 



 Karakteristik Retribusi Daerah



Retribusi Perizinan Tertentu



 Retribusi Perizinan Tertentu 



Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.







Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.







Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.



 Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu 



perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi







perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum







biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 150 )  ) 



 Retribusi Perizinan Tertentu No



1



Jenis



Retribusi Izin Mendirikan Bangunan



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin ini meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi



 Retribusi Perizinan Tertentu No



2



Jenis



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah



pemberian izin untuk melakukan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Berakohol (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 143) 



3



Retribusi Izin Gangguan



pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 144) 



 Retribusi Perizinan Tertentu



No



4



Jenis



Retribusi Izin Trayek



Objek Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 145) 



5



Retribusi Izin Usaha Perikanan



pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 146) 



 Pemungutan Retribusi Daerah Tata Cara  











Retribusi akan dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penagihan Retribusi terutang akan didahului dengan Surat Teguran bagi wajib retribusi-nya



 Pemungutan Retribusi Daerah Pemanfaatan  “setiap penerimaan masing-masing jenis Retribusi akan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan yg bersangkutan”



 Insentif Pemungutan Pemberian dan pemanfaatan Insentif dalam pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif akan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian Insentif ini dimaksudkan untuk meningkatkan :  kinerja Instansi  semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi  pendapatan daerah  pelayanan kepada masyarakat Pemberian Insentif akan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.



(PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif  Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) 
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